
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Open
 
Tinjauan yuridis dan viktimologis anak sebagai pelaku tindak pidana
perbuatan cabul karena terstimulasi oleh pornografi : studi kasus Y.S  =
Juridical and victimological study of child as an offender of obscene
acts crime because of pornography : a study of Y.S's case
 
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20279300&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sejauh mana efektifitas peraturan perundang-

undangan di Indonesia dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi

dan seperti apa anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi dalam tinjauan

viktimologi. Dalam hal ini akan dibahas beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AnakdanUndang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan teori Hans Von Hentig dalam ilmu viktimologi, korban bukanlah

seseorang yang pasif melainkan sosok yang aktif dalam proses viktimisasi. Efektifitas peraturan perundang-

undangan dalam melindungi anak pelaku tindak pidana yang terstimulasi pornografi akan ditinjau melalui

sebuah kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial Y.S yang

melakukan tindak pidana perbuatan cabul setelah terstimulasi oleh pornografi yang dilihatnya. Sebagai

pelaku tindak pidana perbuatan cabul, Y.S diperlakukan dengan tidak baik oleh aparat penegak hukum yang

menangani perkaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang

perlindungan anak tersebut belum berlaku secara efektif. Sebagai pelaku tindak pidana akibat terstimulasi

pornografi, Y.S sendiri pada dasarnya merupakan korban dari pornografi. Menurut Beniamin Mendelsohn,

Y.S termasuk dalam korban jenis voluntary victim karena ia masih melihat pornografi meskipun mengetahui

bahayanya. Sedangkan sebagai korban perlakuan tidak baik dari aparat penegak hukum, Y.S termasuk ke

dalam jenis korban victim as guilty as the offender karena dalam hal ini ia memiliki kesalahan yang sama

dengan pelaku viktimisasi. Agar perlindungan anak bisa berjalan dengan lebih efektif, kesadaran hukum

masyarakat dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

The problems which wanted to be solved in this thesis are how much is the effectiveness of Indonesia's child

protection regulation to protect the child who does the obscene acts crime because of pornography, and how

the discipline of victimologyviews the child who does the obscene acts crime because of pornography.

Therefore, this thesis will discuss about Indonesia?s child protection regulation such as Law No. 3/1997 and

Law No. 23/2002. According from Hans Von Hentig's theory in the discipline of victimology, the victim is

not a passive people but rather an active person who involved in his/her own victimization. The

effectiveness of Indonesia's child protection regulation will be reviewed with a case of a youth whose name

is Y.S who does the obscene acts crime after stimulated by pornography that he watched. As an obscene acts

crime offender Y.S has been treated with inhuman treatment by law enforcer forces officer who handled his

case.That's made the conclusion that Indonesia?s child protection regulation doesn't worked effectively. As

he does the obscene acts crime because of pornography, Y.S is a victim of pornography himself. According

to Beniamin Mendelsohn's theory, Y.S could be categorized as voluntary victims because he still watches
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pornography knowing it bad impacts. As the victim of inhuman treatment by law enforcer forces who

handled his case, he could be categorized as victim as guilty as the offender because his contribution to his

victimization is as equal as the guilt of the victimizer, in this case law enforcer forces. To make the child

protection regulation effective, the legal awareness of people and law enforcer forces officer should be

improved. 


